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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mewujudkan sinergitas dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi 

kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta upaya meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dan tepat sasaran dalam alokasi sumber daya. Dalam 

penyusunan Renstra, terdapat program kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengatasi permasalahan yang dilakukan secara terencana dengan dukungan 

pembiayaan APBD Kota Surabaya dan mengutamakan kewenangan bidang 

lingkungan hidup yang dimiliki sesuai prioritas pembangunan Kota Surabaya. 

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang sesuai 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya merupakan 

pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2021- 

2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026. 

Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan 

pelayanan SKPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra 

SKPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja 

yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut 

disusun dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya Tahun 2021, mengacu kepada Perubahan Renstra 2021 - 2026 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Rumusan Perubahan Rencana 

Strategis tersebut dijabarkan kedalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun 

waktu 2021 - 2026 dan direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya Tahun 2022 dalam pengelolaan lingkungan khususnya yang 

berkaitan dengan upaya-upaya pembinaan, koordinasi, dan memberikan 
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motivasi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan. 

Berikut ini merupakan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya tahun 2022. 

A. Visi 

GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS 

DAN BERKELANJUTAN 

B. Misi 

• Misi 2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, 

sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai 

kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. 

• Misi 3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui 

ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia 

serta berkelanjutan 
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Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 

Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan- Subkegiatan Indikator Target 

Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis 
pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran 
terhadap kelestarian lingkungan hidup 

Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 47,97 % 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan  upaya 

pelestarian lingkungan hidup 

Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya 

pelestarian lingkungan hidupnya meningkat 

80 % 

  Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan 
Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman 

lingkungan hidupnya meningkat 

50,27 % 

Persentase peningkatan peran serta kader 
lingkungan dalam pengelolaan persampahan 

55,07 

   Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, 

dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan persampahan 

1 jenis 

Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 
bidang lingkungan yang dibutuhkan 

12 kali 

    Pendampingan Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup 

Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi 

masyarakat di bidang lingkungan yang 

diselenggarakan 

12 kali 

Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kader 

lingkungan 

3 Kegiatan 

  Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

Persentase jumlah perolehan penghargaan 
lingkungan hidup oleh masyarakat 

50,04 % 

   Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan 4 
Penghargaan 

    Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang 

disusun 

1 Dokumen 

Jumlah lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan 
penghargaan lingkungan hidup 

10 Lokasi 

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air 56,07 % 

Indeks Kualitas Lahan 42,66 % 

Indeks Kualitas Udara 90,32 % 

Indeks Persampahan 76,95 % 

 Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 

Persentase lokasi/wilayah yang terjaga 
kebersihannya 

99,64 % 



21  

persampahan 

  Program Pengelolaan Persampahan Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 
tepat guna yang beroperasi dengan baik 

2,56 % 

Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari 87,27 % 

Persentase pengolahan sampah di TPS 3R 50 % 

   Pengelolaan Sampah Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan 3 jenis 

Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang 
dilakukan 

2 jenis 

Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang 

disediakan dan dikelola 

4 jenis 

    Pengurangan Sampah dengan 

melakukan Pembatasan, Pendauran 

Ulang dan Pemanfaatan Kembali 

Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang 
dikelola 

39 Lokasi 

    Penanganan Sampah dengan Melakukan 

Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, dan 

Pemrosesan Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah 939 Lokasi 

Jumlah lokasi pelaksanaan operasional 
pengangkutan sampah 

267 Lokasi 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola 190 Lokasi 

 Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang 
terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup 

Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku 
kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam 
pengelolaan lingkungan 

50 % 

Persentase pelayanan persetujuan di bidang 

lingkungan hidup yang diselesaikan 

85 % 

Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan 

dipelihara 

99,28 % 

Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi 

baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan 

50 % 

  Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

Persentase Peningkatan status mutu air dalam 
kondisi Baik 

42 % 

Persentase Peningkatan udara Ambien dalam 

kondisi memenuhi baku mutu 

82 % 

   Pencegahan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 
tahun 

2 jenis 
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Kabupaten/Kota jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3 kegiatan 

    Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan 

Laut 

Jumlah data kualitas air dan data kualitas udara 
ambien sesaat selama 1 tahun 

1.010 Data 

    Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 
Rumah Kaca, Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

Jumlah lokasi pendampingan audit energi, 
pelaksanaan CFD dan pendampingan proklim 

23 Lokasi 

   Penanggulangan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien 
(SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota 
dalam 1 tahun 

2 stasiun 

Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah 

lingkungan 

100 % 

    Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat 

Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang 
terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara 
Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun 

365 Data 

    Penghentian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Jumlah jamban termasuk instalasi septic tank yang 

terpasang 

300 Unit 

  Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
(kehati) 

Persentase kelestarian keanekaragaman hayati 98,98 % 

   Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup 

daerah yang disusun 

3 dokumen 

Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang 

dipelihara dan diawasi 

2,79 Ha 

    Penyusunan dan Penetapan Rencana 

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Jumlah ekosistem keanekaragaman hayati yang 

disurvey 

7 Ekosistem 

    Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan 
dipelihara 

463 Lokasi 

    Pengelolaan Taman Keanekaragaman 

Hayati Lainnya 

Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara 14 Lokasi 

    Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Keanekaragaman Hayati 

Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi 79 Lokasi 

  Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan 
(penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan 

80 % 
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Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya 

Dan Beracun (limbah B3) 

Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah 

B3/Sampah spesifik 

80 % 

   Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah 

B3 yang diterbitkan 

200 Berkas 

    Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 
Penyimpanan Sementara Limbah B3 
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan 
(penyimpanan) limbah B3 yang diproses 

200 Berkas 

   Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang 

dilakukan 

1 kegiatan 

    Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan 
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi 
dalam rangka Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau 
Penimbunan 

Jumlah lokasi penanganan limbah B3 atau sampah spesifik 

yang dilakukan 

8 Lokasi 

  Program Pembinaan Dan Pengawasan 

Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (pplh) 

Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha 
terhadap aspek lingkungan 

50 % 

   Pembinaan dan Pengawasan terhadap 
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina 
dan diawasi pengelolaan dan pemantauan 
lingkungannya 

432 Obyek 

Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang 
diterbitkan 

80 % 

    Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 

Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 

PPLH 

Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah 

yang diterbitkan 

150 Berkas 

    Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan 
yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH 
yang Diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi 
pengelolaan dan pemantauan lingkungannya 

254 
Lembaga 

  Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup 

melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non 

sanksi administrasi 

50 Obyek 

   Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup 100 % 
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Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 

    Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan 
Sanksi Administrasi, Penyelesaian 
Sengketa, dan/atau Penyidikan 
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 
atau melalui Pengadilan 

Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani 50 Obyek 

 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan 

Hidup 

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup 89,3 

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/kota 

Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan 

Kesekretariatan 

85 % 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

100 % 

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 

    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100 % 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase pengelolaan barang milik daerah 
penunjang urusan 

100 % 

    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran 

100 % 
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2.2. Indikator Kinerja Utama 
 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja 

(performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk 

mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi 

dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa 

indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. 

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan 

ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun 

keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. 

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu 

hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga 

bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria 

kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga 

bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini 

sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan 

strategi. 

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021 - 2026 sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, 

maka dengan ini mulai tahun 2021 indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup : 

1. Indeks Kualitas Air ; 

2. Indeks Kualitas Udara ; 

3. Indeks Kualitas Lahan; 

4. Indeks Persampahan; 

5. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan. 
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Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Utama 

 
Satuan 

Penjelasan / 
Formulasi 

Sumber Data 

1. Sasaran : 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
pada Dinas 
Lingkungan 
Hidup. [262] 

Nilai SAKIP Dinas 
Lingkungan Hidup 

% penghitungan 

dilakukan oleh 

Inspektorat Kota 

Surabaya 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

2. Sasaran 

Mengoptimalkan 

pengelolaan 

lingkungan dan 

ruang terbuka 

hijau untuk 

meningkatkan 

kualitas 

lingkungan 

hidup. [83] 

Persentase 
tingkat 
pemenuhan 
ketaatan pelaku 
kegiatan usaha 
terhadap kondisi 
baku mutu air 
dalam 
pengelolaan 
lingkungan. 

% (Jumlah usaha yang 
memenuhi syarat 
ketaatan terhadap 
kondisi baku mutu air 
dalam pengelolaan 
lingkungan) / 200 x 
100%. 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
pelaku kegiatan 
usaha yang 
memenuhi kondisi 
baku mutu udara 
terhadap 
pengelolaan 
lingkungan 

% (Jumlah usaha yang 
memenuhi syarat 
ketaatan terhadap 
kondisi baku mutu 
udara dalam 
pengelolaan 
lingkungan) / 200 x 
100% 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase ruang 
terbuka hijau 
yang dikelola dan 
dipelihara 

% (jumlah ruang 
terbuka hijau yang 
dikelola dan 
dipelihara pada 
tahun t / jumlah 
ruang terbuka hijau 
keseluruhan yang 
dikelola DKRTH) x 
100 % 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
pelayanan 
persetujuan di 
bidang lingkungan 
hidup yang 
diselesaikan 

% (Jumlah berkas yang 
diselesaikan) / 
(jumlah berkas yang 
masuk) x 100% 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

3. Sasaran : 

Mengoptimalkan 
pelayanan 
kebersihan dan 
penyediaan sarana 
dan prasarana 
pengelolaan 
persampahan.   [587] 

Persentase 
lokasi/wilayah 
yang terjaga 
kebersihannya. 

% (Jumlah 
lokasi/wilayah bersih 
dari sampah) pada 
tahun t / (Jumlah 
lokasi/wilayah 
keseluruhan) x 100 
%. 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
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2.3. Perjanjian Kinerja 
 

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan 

yang harus dicapai oleh para Kepala Dinas di setiap perangkat daerah dengan 

Walikota, dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang 

harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan 

pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap 

pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya 

pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus 

mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini 

merupakan upaya dalam membangun manajeman pemerintahan yang 

trasparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan 

kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. 

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2022 

memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. 

Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai 

indikator kinerja utama yang bersifat outcome. 

Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan 

Walikota sebagaimana pada lampiran dan disajikan pada tabel berikut di bawah 

ini: 

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  
Kota SurabayaTahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan 
Hidup. [262] 

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan 
Hidup. 

89,30 

2. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan 
ruang terbuka hijau untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup. [83] 

Persentase tingkat pemenuhan 
ketaatan pelaku kegiatan usaha 
terhadap kondisi baku mutu air 

50 % 

4. Sasaran: 

Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat akan 
upaya pelestarian 
lingkungan 
hidup. [61] 

Persentase 
masyarakat yang 
kesadaran akan 
upaya pelestarian 
lingkungan 
hidupnya 
meningkat. 

% (Jumlah peserta 
yang kesadaran 
lingkungan hidupnya 
meningkat pada 
tahun (t) : Jumlah 
keseluruhan peserta 
yang mengikuti 
pemberian materi 
lingkungan hidup 
pada tahun (t)] X 
100%. 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
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dalam pengelolaan lingkungan. 

  Persentase pelaku kegiatan usaha 
yang memenuhi kondisi baku mutu 
udara terhadap pengelolaan 
lingkungan 

50 % 

Persentase ruang terbuka hijau 
yang dikelola dan dipelihara 

99,28 % 

Persentase pelayanan persetujuan 
di bidang lingkungan hidup yang 
diselesaikan 

85 % 

3. Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
pengelolaan persampahan. [587] 

Persentase lokasi/wilayah yang 
terjaga kebersihannya 

99,64 % 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
upaya pelestarian lingkungan hidup. [61] 

Persentase masyarakat yang 
kesadaran akan upaya pelestarian 
lingkungan hidupnya meningkat. 

80 % 

 

Tabel 2. 4 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota SurabayaTahun 2022 

No Program Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/kota.[2.11.01] 

Rp 67.468.098.022 

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup.[2.11.03] 

Rp 4.980.464.166 

3. Program Pengelolaan Persampahan.[2.11.11] Rp 404.799.805.040 

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

(kehati).[2.11.04] 

Rp 99.044.241.499 

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (pplh).[2.11.06] 

Rp 1.391.471.718 

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 

Hidup.[2.11.10] 

Rp 312.155.785 

7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

(limbah B3).[2.11.05] 

Rp 4.168.905.867 

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat.[2.11.08] 

Rp 5.427.676.461 

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat.[2.11.09] 

Rp 342.283.583 

Total Rp 587.935.102.141 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1. Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya. 

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik 

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator 

– indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut 

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan 

menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ 

kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian 

sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah 

ditempuh selama tahun 2021 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran 

dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pencapaian tujuan dan pembangunan Kota Surabaya, sebagaimana telah 

diamanatkan dalam RPJMD.Pengukuran kinerja dilakukan dengan 

menggunakan indikator kinerja kegiatan, yaitu Pengukuran Pencapaian 

Sasaran (PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing 

– masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana 

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya Tahun 2021. 

Hasil pengukuran terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 yang menunjukkan capaian 

tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan 

sasaran sebagaimana tampak pada tabel III-1. berikut ini: 

 

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Realisasi Realisasi 

Thn n Capaian 
I II III IV 

1. Sasaran : 
Mengoptimalkan 
pelayanan kebersihan 
dan penyediaan 
sarana dan prasarana 
pengelolaan 
persampahan 

Persentase 
lokasi/wilayah 
yang terjaga 
kebersihannya 

99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 100 % 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Realisasi Realisasi 

Thn n 
Capaian 

I II III IV 
2. Sasaran : 

Mengoptimalkan 
pengelolaan 
lingkungan dan 
ruang terbuka 
hijau untuk 
meningkatkan 
kualitas 
lingkungan hidup 

Persentase pelaku 
kegiatan usaha yang 
memenuhi kondisi 
baku mutu udara 
terhadap 
pengelolaan 
lingkungan 

50 15,75 44,09 70,86 91,73 91,73 183,46 
% 

Persentase 
pelayanan 
persetujuan di 
bidang lingkungan 
hidup yang 
diselesaikan 

85 88,88 93,81 96,94 96,67 97,82 115,09 
% 

Persentase ruang 
terbuka hijau yang 
dikelola dan 
dipelihara 

99,28 100 100 100 100 100 100,73 
% 

Persentase tingkat 
pemenuhan ketaatan 
pelaku kegiatan 
usaha terhadap 
kondisi baku mutu air 
dalam pengelolaan 
lingkungan 

50 14,96 34,25 53,94 63,77 63,77 127,56 
% 

3. Sasaran : 
Meningkatkan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah pada 
Dinas Lingkungan 
Hidup [262] 

Nilai SAKIP Dinas 
Lingkungan 
Hidup [254] 

89.3 0 92.31 92.31 94.72 94.72 106.07
% 

4. Sasaran : 
Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat akan 
upaya pelestarian 
lingkungan hidup 

Persentase 
masyarakat yang 
kesadaran akan 
upaya pelestarian 
lingkungan hidupnya 
meningkat 

80 % 100 100 100 99.14 100 125% 

 
 

Berdasarkan table diatas, hasil analisis capaian kinerja berdasarkan 

perbandingan target dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 

Tahun 2022, maka capaian kinerja tujuan adalah diatas 100% sedangkan 

capaian kinerja sasaran adalah diatas 100%. Hasil analisis capaian kinerja ini 

merupakan rata-rata dari capaian kinerja perbandingan target dan realisasi DLH 

Tahun 2022.  

Perbandingan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya dan target akhir RPJMD adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 
 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Realisasi Target 

Akhir 
RPJMD 

Progres 
Capaian 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Sasaran : 
Mengoptimalk
an pelayanan 
kebersihan 
dan 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
persampahan 

Persentase 
lokasi/wilayah 
yang terjaga 
kebersihannya 

- - - - 99,64 100 99.64% 

2. Sasaran : 
Mengoptimalk
an 
pengelolaan 
lingkungan 
dan ruang 
terbuka hijau 
untuk 
meningkatkan 
kualitas 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
pelaku kegiatan 
usaha yang 
memenuhi 
kondisi baku 
mutu udara 
terhadap 
pengelolaan 
lingkungan 

- - - - 50 95 52.63% 

Persentase 
pelayanan 
persetujuan di 
bidang 
lingkungan 
hidup 
yang 
diselesaikan 

- - - - 85 85 100% 

Persentase 
ruang terbuka 
hijau yang 
dikelola dan 
dipelihara 

- - - - 99,28 100 99.28% 

Persentase 
tingkat 
pemenuhan 
ketaatan pelaku 
kegiatan usaha 
terhadap kondisi 
baku mutu air 
dalam 
pengelolaan 
lingkungan 

- - - - 50 95 52.63% 

3. Sasaran : 
Meningkatkan 
akuntabilitas 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
daerah 
pada Dinas 
Lingkungan 

Nilai SAKIP 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup  

- - - - 89.3 89.7 99.55% 
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Hidup 
4. Sasaran : 

Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 
akan upaya 
pelestarian 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
masyarakat 
yang kesadaran 
akan upaya 
pelestarian 
lingkungan 
hidupnya 
meningkat 

- - - - 80 % 80% 100% 

 
 
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah/Propinsi/Pusat  
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Realisasi 

PD/Kota 

Realisasi 

Propinsi 

Realisasi 

Pusat 

1. Meningkatnya 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

Nilai SAKIP 94,14 80.31 117% 

 
Dalam table 3.3 terdapat perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah 

dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Sesuai data yang ada 

dalam table tersebut dapat dilihat bahwa dalam sasaran Meningkatkan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surabaya dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surabaya berhasil melampaui realisasi Nilai SAKIP Pemerintah 

Kota dan Pemerintah Provinsi dengan nilai 94.14.  

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sampai dengan akhir 

Tahun 2022 dapat dilihat dari capaian target indikator kinerja tujuan dan 

sasaran. Mayoritas indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2022 telah tercapai 

sesuai target. 

 

3.2. Akuntabilitas Anggaran 

Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat 

berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan 

dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber 

pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Tahun 2022. Jumlah program pada Dinas Lingkungan Hidu Kota 

Surabaya adalah 9 program dengan total 22 sub kegiatan. Total alokasi 

anggaran untuk 9 program adalah Rp. 587.935.102.141,00 dan realisasi 
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anggarannya sebesar Rp. 548.052.462.257,00 atau 90,65% dari total alokasi 

anggaran. Rincian Capaian Realisasi Belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3. 4 Rincian Capaian Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surabaya Tahun 2022 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
    1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
49.502.928.985 45.813.324.650 92,55% 

    2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

17.433.777.167 14.619.195.567 83,86% 

    3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

531.391.870 492.652.768 92,71% 

Total 67.468.098.022 60.925.172.985 90,30% 

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

  Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
    4 Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 
Pendidikan/ Filantropi dalam 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

342.283.583 325.939.737 95,23% 

Total 342.283.583 325.939.737 95.23% 

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 
  Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH) Kabupaten/Kota 

    5 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerapan Sanksi Administrasi, 
Penyelesaian Sengketa, 
dan/atau Penyidikan 
Lingkungan Hidup di Luar 
Pengadilan atau melalui 
Pengadilan 

312.155.785 308.664.330 98,88% 

Total 312.155.785 308.664.330 98,88% 
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 
  Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
    6 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan 
Pencemaran Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, dan Laut 

558.635.856 529.332.213 94,75% 

    7 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pengendalian 
Emisi Gas Rumah Kaca, 
Mitigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim 

1.602.815.255 1.494.617.322 93,25% 

  Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
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    8 Pemberian Informasi 
Peringatan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup pada 
Masyarakat 

783.815.083 735.075.030 93,78% 

    9 Penghentian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

2.035.197.972 1.900.655.022 93,39% 

Total 4.980.464.166 4.659.679.587 93,56% 

 
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (Limbah B3) 

  Penyimpanan Sementara Limbah B3 
    10 Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Izin Penyimpanan 
Sementara Limbah B3 
Dilaksanakan melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 

274,895,087 274,327,436 99.79% 

  Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 
    11 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 
dengan Pemerintah Provinsi 
dalam rangka Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan, 
dan/atau Penimbunan 

3,894,010,780 3,017,279,753 77.49% 

Total 4.168.905.867          3.291.607.189  78,96% 
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 
  Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    12 Pendampingan Gerakan 
Peduli Lingkungan Hidup 

5,427,676,461 5,012,602,055 92.35% 

Total 5.427.676.461 5.012.602.055 92,35% 

Program Pengelolaan Persampahan 
  Pengelolaan Sampah 
    13 Pengurangan Sampah dengan 

melakukan Pembatasan, 
Pendauran Ulang dan 
Pemanfaatan Kembali 

141,686,159,342 138,083,107,196 97.46% 

    14 Penanganan Sampah dengan 
melakukan Pemilahan, 
Pengumpulan, Pengangkutan, 
Pengolahan, dan Pemrosesan 
Akhir Sampah di TPA/T PST / 
SPA Kabupaten/Kota 

228,157,562,096 216,074,703,104 94.70% 

    15 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Persampahan di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

34,956,083,602 29,290,922,846 83.79% 

Total 404.799.805.040 383.448.733.146 94,73% 

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 
  Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 
    16 Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 

241,430,281 236,169,816 97.82% 
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    17 Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

72,713,189,106 65,496,992,484 90.08% 

    18 Pengelolaan Taman 
Keanekaragaman Hayati 
Lainnya 

15,346,180,823 13,128,429,669 85.55% 

       

    19 Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Keanekaragaman 
Hayati 

10,743,441,289 9,859,274,569 91.77% 

Total 99.044.241.499 88.720.866.538 89,58% 

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin 
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

  20 Fasilitasi Pemenuhan 
Ketentuan dan Kewajiban Izin 
Lingkungan dan/atau Izin 
PPLH 

881,207,886 868,622,895 98.57% 

  21 Pengawasan Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH yang 
Diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

510,263,832 490,573,795 96.14% 

Total 1.391.471.718 1.359.196.690 97,68% 
TOTAL KESELURUHAN 587,935,102,141 548,052,462,257 93.22% 
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Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran 
 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Anggaran 
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

1 Sasaran : 
Mengoptimalkan 
pelayanan kebersihan 
dan penyediaan sarana 
dan prasarana 
pengelolaan 
persampahan [587] 

Persentase 
lokasi/wilayah yang 
terjaga 
kebersihannya [705] 

99,64 99,64 100 % 404,799,805,040 383,448,733,146 94.73% 

 Sasaran : 
Mengoptimalkan 
pengelolaan lingkungan 
dan ruang terbuka hijau 
untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan 
hidup [83] 

Persentase pelaku 
kegiatan usaha 
yang memenuhi 
kondisi baku mutu 
udara terhadap 
pengelolaan 
lingkungan 

50 91,73 183,46 % 109,897,239,035 98,340,014,334 89.48% 

  Persentase 
pelayanan 
persetujuan di 
bidang lingkungan 
hidup yang 
diselesaikan 

85 97,82 115,09 % 

  Persentase ruang 
terbuka hijau yang 
dikelola dan 
dipelihara 

99,28 100 100,73 % 

  Persentase tingkat 
pemenuhan 
ketaatan pelaku 
kegiatan usaha 
terhadap kondisi 
baku mutu air 
dalam pengelolaan 
lingkungan 

50 63,77 127,56 % 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja       

 

Sasaran : 
Meningkatkan akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah pada 
Dinas Lingkungan 
Hidup [262] 

Nilai SAKIP Dinas 
Lingkungan 
Hidup [254] 

89.3 94.72 106.07% 67,468,098,022 60,925,172,985 90.30% 

 

Sasaran : 
Meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan upaya 
pelestarian lingkungan 
hidup 

Persentase 
masyarakat yang 
kesadaran akan 

80 % 100 125% 5,769,960,044 5,338,541,792 92.52% 
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